
SALINAN

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggunglawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarun 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 4l Tahun 1950), sebagaimana telah di ubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor lg,Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesian

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20O4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (L,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentartg Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2024 terrtang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 691fl ;
g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

210,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

ao29l;
1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5O2l;

sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

74 Tahun 2Ol2 terfiang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor l8,Tambahan l,embaran Negara



Republik Indonesia Nomor 49721, sebagatmana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

kepada Partai Politik (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O18 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia

Tahun 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O10 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peratural Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rat<yat Daerah dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kepada Masyarakat
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2O14 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

76 Tahun 2C21 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2)ll tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186) ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O ter:tatg
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah

ddiubah dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Ta-hun 2019 Nomor 167);

2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019



tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatrrr Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 No 14471;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Jember (t embaran Daerah Kabupaten Jember Tahun
2009 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Jember Nomor 1 Tahun 2022 (I.err,baran Daerah Kabupaaten

Jember Tahun 2O22 Nomor 1, Tambahan l,embaran Daerah

Kabupaten Jember Nomor 1);

24. Peratwran Daerah Kabupaten Jember Nomor 05 Tahun 2022

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lerr,baran Daerah Kabupaten Jember Tahun
2022 Nomor 5);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor O4 Tahun 2023

tentang Perubahan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023 (I*mbaran Daerah Kabupaten Jember

Tahun 2023 nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
dan

BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1) Pertanggunglawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja

Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 berupa l,aporan Keuangan

memuat:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laPoran keuangan.



(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah

dan Rincian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan

Daerah serta Ikhtisar Laporan Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa seluruh Desa di wilayah Kabupaten

Jember.

Pasal 2

Laporan Realiasasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a

sebagai berikut :

a. Realisasi PendaPatan sebesar
b. Realisasi Belanja sebesar

Surplus sebesar
c. RealisasiPembiaYaan

- Penerimaan sebesar
- Pengeluaran sebesar
Pembiayaan Neto sebesar
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun
berkenaan (SILPA)

Rp 3.957 .426.65I.267,85

Rp 155.204.589.589,93

Rp 276.596.479.800,86

Pasal 3

uraian L,aporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai

Rp 3.802.222.061.6 77.92

Rp
Rp

t21.39L.890.2tO,93
0.00

berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah

Rp 39.515.059.786,15 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp

RP t21.391.890.210,93

4.7La.279.65A.762,OO
3.802.222.O6L.677,92

Rp 316.057.597.084,08

sejumlah Rp27 6.542.537.297,93(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Delisit
dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah Perubahan
b. Realisasi

Selisih lebih

b. Pengeluaran
1. Setelah Perubahan

b. Realisasi Rp
3.996.941.711.054,00
3.957.426.651.267 ,a5

Selisih kurang Rp 39.515.059.786,15

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah

Rp316.057.597.084,08 dengan rincian sebagai berikut :

Rp
Rp

Rp (t21,.337 .9 47.708,00)
155.204.589.589,93Rp

Rp 276.542.537.297,93

(4)SelisihAnggarandenganRealisasiPenerimaanPembiayaansejumlah
Rp53.942.5O3,93 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan
1. Setelah Perubahan
2. Realisasi

Selisih lebih

Rp

Rp 53.942.503,93
Rp

Rp o,00

a. Anggaran belanja setelah perubahan

b. Realisasi
Selisih kurang

r21.337.947 .707,OO

121.391.890.21O,93



o Realisasi
Selisih

Rp 0,00
Rp 0,00

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan neto sejumlah
Rp53.942.503,85 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah
perubahan

b. Realisasi
Selisih lebih

Rp 121.337.947.7O7,OO

Rp t2t.391.89O.2rO,93
Rp 53.942.503,93

Pasal 4
Laporan Pembahan saldo Anggaran trbih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

atay (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

B

C

A. Saldo Anggaran L,ebih Awal

Penggunaan Selisih Anggaran Lebih
Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Jumlah

Sisa Lebih Pembiayaan

sebagai

Jumlah

D Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya
. Lain-Lain

Deflsit dari Operasi
B. Defisit dari Kegiatan Non Operasional

- Delisit Non Operasional
C. Pos Luar Biasa :

- Pos Luar Biasa
D. Delisit Laporan Operasional

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp

t27.337.947.7O7,9
1

t2t.337.947.7LO,9
3

(3,O21

276.596.479.aOO,8
6

276.596.479.797,8
4
0

3,O2

E. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp
276.596.479.aOO,8

6

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember

Tahun 2023 sebagai berikut :

A. Jumlah Aset Rp 6.639.737.454.416,53
B. Jumlah Kewajiban
C. Jumlah Ekuitas

Rp 73.2L5.584.795,52
Rp 6.566.521.869.621,O1

Pasal 6
l.apoean operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31

Desember tahun 2O23 sebagai berikut :

A. Defisit Operasi:
Pendapatan Laporan Operasional Rp 3.696.524.159'662,47
Beban RP 3-716.726-368.008,58

Rp (20.202.208.346,111

Rp (1O.013.654.812,51)

Rp 0,0O

Rp (30.215.863.158,62)



Pasal 7
l,aporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31

Desember 2O23 Sebagai Berikut:
A. Saldo Kas awal Per I Jarruari 2023

B. Arus Kas dari Aktivitas OPerasi

C. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

D. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

E. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

F. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2O23

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

t2t.337.947 .707,91

387.293.474.239,L9

(232.O88.884.649,26l'

53.942.500,00

3,O2

Rp 276.596.479.800,86

Pasal 8
I-a.poran Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f
per 31 Desember 2023 Sebagai Berikut:
A.
B.
C.

D

Ekuitas Awal:
Defrsit Laporan Operasional
Dampak Komulatif Perubahan
Kebijakan/ Kesalahan Mendasar
Ekuitas Akhir

Rp
Rp

6.599.768.LrO.679,52
(30.215.863.158,62)

(3.030.377.899,89)

Pasal 9

catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitalif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10
pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Dan Belanja

Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Rp

Rp 6.566.521.869.621,O1

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Terdiri atas :

Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Organisasi;
Rincian APBD yang di klasifikasi Menurut Kelompok dan
Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rincian APBD Menurut Urusan pemerintah Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, dan
Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Menun:t Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan
Subkegiatan;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan atas Laporan Keuangan;
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

a Lampiran I
Lampiran I.1

Lampiran I.2

Lampiran L3

Lampiran I.4

b. Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. Lampiran V
f. Lampiran VI
g. l,ampiran MI
h. Lampiran VIII



i. Lampiran IX
j. Lampirar X

k. Lampiran XI :

i. Lampiran XII :

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutarg Tal< Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana
Bergulir;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dal
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Penge4'aan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai
Akhir Tahun 2023 dan Dianggarkan Kembali Da-lam
Tahun Anggaran Berikutnya;
Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) BUMD/Perusahaan
Daerah
Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi)
BUMD/Perusahaan Daerah

m. Lampiran
n. La.mpiran
o. Lampiran
p. tampiran
q. Lampiran
r. Lampiran
s. Lampiran

XIII:
XIV :

XV:
XVI:
XVII:
XVIII:
XIX:

t. Lampiran XX. 1:

Lampiran XXl.2 :

Pasal 11

Ketentuan Lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dalam peraturan Bupati.

Pasa-l 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetaokan di Jember
pada tanggal t2 dq.vtB ZOzc

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
Pada tanggal 11 A€uq h'r 2024

SEKRETARIS DAERAH,
1 Salinan Sesuai A3linyS

KEPALA B -:i 1

ttd

HADI SASMITO sH. M.Si
Pembina Utama Muda
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